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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
/JKN BUKAN PENERIMA BANTUAN TURAN MANDIRI DI
KABUPATEN NUNUKAN 4
(STUDI KASUS PESERTA JKN BUKAN PENERIMA BANTUAN IURAN
. MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN)

- AbdMuthalib N

thalibpasare001@gmail.com

. © Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan asuransi kesehatan sosial yang
bersifat melindungi atau proteksi dan wajib sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional/ STSN yakni
seluruh penduduk wajib jadi peserta asuransi kesehatan sosial dan wajib membayar
premi/iuran tiap bulannya, dalam pelaksanaanya Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan/BPJS sejak per januari 2014 sebagai badan layanan masyarakat yang
bertanggungjawab dalam progarm JKN senantiasa melakukan perbaikan dan
peningkatan pelayanan sebagaimana komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam
memastikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk Nunukan. Dengan
slogan prinsip keadilan dan gotong royong maka diharapkan program JKN lebih
mudah tercapai Universal Insurance Coverage tahun 2019, Tujuan Penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan program JKN
Bukan Penerima Bantuan Iuran bagi penduduk Nunukan dan faktor pendukung dan
penghambat yang mempengaruhi implementasinya. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan
informan dalam penelitian ini dilakukan secara Purposive. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan tehnik observasi mendalam, wawancara, studi
dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Obyek penelitian
adalah para pihak yang dan instansi terkait dengan implementasi program JKN di
wilayah BPJS Kabupaten Nunukan. Hasil penelitian implementasi kebijakan JKN
Bukan Penerima Bantuan Iuran dari aspek sosialisasi belum sepenuhnya dijalankan
dengan baik, aspek kepatuhan para peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran
Mandiri dalam membayar iuran, aspek sanksi sudah dijalankan sesuai dengan
aturan BPJS. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu fakfor
komunikasi belum terkoordinasi dengan baik, faktor Sumber daya belum optimal,
aspek komitmen sudah berjalan dengan baik, aspek kelompok kepentingan sudah
berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Jaminan Kesehatan
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Lampiran

ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF NATIONAL HEALTH WARRANTY POLICY /JKN
IS NOT A SELF-CONDITION HELP IN NUNUKAN DISTRICT
(CASE STUDY PARTICIPANTS JKN NOT RECEIVING HELP INSURANCE
' HELD IN NUNUKAN DISTRICT)

- Abd Muthalib =
thalibpés’ar'eOOI@gmail.com :
- Graduate progrém- N
Universitas Terbuka

The National Health Insurance is a social health insurance that protects and shall
comply with the mandate of Law No. 40 of 2004 on National Social Security
System / SJSN that all residents must be a participant of social health insurance and
shall pay premium / dues every month, in the implementation of the Health
Insurance Administration Board / BPJS since 2014 as a responsible public service
agency in JKN program always performs improvement and services as the central
and regional government commitments in ensuring optimal health services for the
population of Nunukan. With the slogan of the principle of justice and mutual
cooperation, it is expected that the JKN program will be more easily achieved by
Universal Insurance Coverage in 2019. The purpose of this research is to know and
analyze the Implementation of the JKN Non-Beneficiary Contribution Program
policy for Nunukan residents and the supporting and inhibiting factors that affect
the implementation. The research method used is qualitative approach with
descriptive method. Determination of informants in this study conducted Purposive.
Data collection was done by using in-depth observation technique, interview,
documentation study and literature study. Data analysis is done by data reduction,
data presentation, as well as conclusion and verification. The research object is the
parties and the institution related to the implementation of the JKN program in the
BPJS region of Nunukan Regency. The results of the implementation of the JKN
policy of Non-Beneficiary Contributors from the socialization aspect have not been

fully carried out properly, the compliance aspect of the participants of JKN Not the :

Beneficiaries of the Contribution in paying the dues, the sanctions aspects have
been implemented in accordance with BPJS rules. Factors that influence the
implementation of communication factors have not been well coordinated, the
resource factor is not optimal, the commitment aspect has been going well, the
aspect of the interest group is running well.

Keywords: Implementation, Program, Health Insurance
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BAB1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah pemekaran kabupaten
Bulungan berada di wilayah adnﬁnistrasi propinsi Kalimantan Utara yang '
dlbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan Kabupaten Malmau Kabupaten Kutal-r :
Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 3896) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 47 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3962).

Kondisi fisik dasar kabupaten Nunukan secara geografis terletak pada
posisi antara 115° 33" sampai dengan 118 °03" sampai dengan 4 ° 24" Lintang
Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Negara bagian Sabah Malaysia

b) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi

¢) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan KaBupaten
Malinau

d) Sebelah Barat berbatasan d'engan Negara Bagian Serawak Malaysia

Luas wilayah Kabupaten Nunukan adalah 1.424.750 Ha atau 14.124.50
KM? yang secara administrasi dibagi dalam 16 kecamatan dimana 2 kecamatan |

berada di pulau Nunukan, 5 (lima) kecamatan yang berada di pulauv Sebatik dan
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6 (enam) kecamatan berada di daratan pulau Kalimantan. Jumlah penduduk
Kabupaten Nunukan pada tahun 2010 bérdasarkan Nunukan dalam angka
tahun 2011 adalah sebesar 154.269 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah
penduduk terbanyak dari seluruh kecamatan berada di kecamatan Nunukan
sebanyak 52.164 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di
kecamata_n- Kfayan Selatal.lA s_ebe_sa% .2.f248 Jiwa. |

Penﬁmbuhaﬁ pehduddk pada suatu daerah dipengaruhi oleh >besar‘_n.ya
kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Menurut data kantor statistik
Kabupaten Nunukan, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebanyak 97.398 jiwa,
dan hingga tahun 2011 telah meningkat menjadi 154.269 jiwa. Jadi rata-rata
pertumbuhan penduduk kabupaten Nunukan dalam kurun waktu delapan tahun
terakhir adalah 6,3 %.

Besarnya jumlah pertumbuhan penduduk di kabupaten Nunukan karena
terjadi peningkatan penduduk yang cukup tinggi sebagai dampak dari lokasi
kabupaten Nunukan sebagai pintu masuk dan keluar ke negara Malaysia Timur
sehingga Nunukan merupakan kota persinggahan para pencari kerja keluar
negeri. Juga menjadi tempat perhentian pertama bagi para TKI yang
dideportasi dari Malaysia yang menyebabkan banyak TKI yang menjadikan
Nunukan sebagai tempat tinggal baru dan tidak pulang kedaerah asal mereka.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa kabupaten Nunukan
merupékan Kabupaten baru jika dibandingkan dengaanabupaten Bulungan
dan Kot;et Tarakan sehingga Nunukan tergolong kabupaten yang sedang

berkembang yang sama kondisinya masih dalam tahap pembangunan. Oleh



B.

43233.pdf
61

sebab ifu sangatlah wajar jika pelayanan publik di daerah ini belum bisa
berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan kondisi yang sedang membangun, pemerintah kabupaten
Nunukan terus berbenah dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat. Sebaagai langkah-langkah yang strategis pemerintah melakukan
perbaikaﬁ sarana dan prasarana, peningkatan sumber _d_ayé rﬁan_usia serta
iﬁérhbﬁat program —program yﬁng dibutuhkan masyarakét; |

Salah satu langka strategis yang dimaksud adalah dengan terbentuknya
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) bidang Kesehatan. Tujuan
umum pemerintah daerah dan pusat menyelenggarkan Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan (BPJS) adalah untuk mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi peserta dan/ atau anggota
keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia.
(UU No. 24 tahun 2011 Pasala 3). |
Hasil Penelitian.

1. Struktur organmisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Nunukan
Untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepada
masyaraka, kepengurusan BPJS secara hirarki dan berjenjang di mulai dari
kepenguruan pusat kemudian regional dan cabang di tingkat kabupaten dan
kota, , untuk kepengurusan Badan Penyelenggéra Jaminan Kesehatan
(BPJS) di kabupaten Nunukan di bawah garis koordinasi dan garis komando
dari pengurus cabang Tarakan, dengan kondisi itu maka °saat ini, BPJS

Nunukan belum memiliki otonomi khusus atau wewenang sendiri dan
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dalam menjalankan fungsinya sehari-hari dan bersifat maka keber terdiri
dari seorang pimpinan dan 2 orang staff serta dibantu oleh tenaga kontrak 3
orang yakni office boy, satpam; dan sopir. Berdasarkan keputusan direksi
BPJS kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, maka susunan organisasi dan Tata
Kerja lembaga te_l;nis dengan struktu: organisasi sebagéi berikut:

' Bagah 4.1 Susunan organisasi BPJS kabupaten Nunukan -

'KEPALA BPJS
SEKSI | SEKSI
PEMASARAN, PELAYANAN, VERIFIKATOR
PENGENDALI MUTU DAN ELIGIBILITAS BERKAS
KEPESERTAAN JKN JENIS RUJUKAN
TENAGA KONTRAK

OFFICE BOY

SOPIR

SATPAM

Sesuai dengan gambar di atas maka dapat di jelaskan secar rinci mengenai
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
a. Job Desk Kepala BPJS Kabupaten Nunukan
‘Kepala BPJS mempunyai tugas membantu kepala divisi regional
mel-aksanakan dan menjalankan aturan dan kebijakan yang sudah

ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini direksi BPJS pusat diantaranya
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1) Terumuskannya program kerja tahunan di unit kerjanya dalam
Rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahunan sebagai indikator kinerja
yang disetujui dan ditandatangani bersama antara Kepala Divisi
Regional terkait dengan kepala Cabang:

a) Memastikan tersusunnya rencana kerja dan anggaran (RKA)

| Vtahunan unit kerja yang mengacu kepada‘AIsC kantor cabang

'b) Memberikan arahan i(eﬁadé sub ordinate-nya 'délan; memastikan
keselarasan program dengan rencana kerja dan anggaran unit

¢) Memastikan program kerja dilaksanakan secara efektif dan efesien
sesuai RKA Unit kerja dan memberikan kontribusi secara optimal
terhadap pencapaian APC kantor cabang

d) Secara rutin (minimal 1 kali sebulan) melakukan monitoring dan
¢va1uasi pelaksanaan program kerja utama yang terkait dengan
pencapaian APC kantor cabang

e) Melakukan langkah-langkah perubahan, perbaikan atau
penyesuaian rencana kerja dan pemantauan yang lebih intensif,
atau secara langsung meminta arahan kepala cabang ,serta
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di internal maupun
eksternal unit kerjanya

f) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program di unit
kerjanya, konsistensi implementasi proses bisnis alur kerja dan -
teknologi di unit-unit kerjanya serta membuat usulan perbaikan

jika diperlukan.
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2) Tersedianya pedoman kerja sebagai acuan bagi unit kerja

a.

Mencapai standard hasil kerja yang telah ditetapkan dengan
mengutamakan kualitas proses
Melakukan penyusunan /perubahan pedoman unit kerjanya sendiri

dan jika diperlukan untuk unit kerja yang lain

. Melakukan sosialisasi dan internalisasi pedoman

'Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi

pedoman

Melakukan penyesuaian/review pedoman unit kerja sesuai strategi

organisasi

3) Terlaksananya program kepesertaan dan pengendalian mutu pelayanan

dan penanganan pengéduan peserta

b.

Meningkatkan pengelolaan pendaftaran peserta

Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan

Meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan peserta
Meningkatkan pelayanan peserta

Memastikan terlaksananya distribusi kartu indonesia sehat (KIS) di
wilayah kerja

Memastikan pendokumentasian formulir daftar isian peserta,
formulir perubahan data peserta ( elektronik), formulir perubahan
data peserta (manual) kantor cabang

Memastikan adanya pemberian sanksi administratif ( denda atau
tertulis) atas ketidakpatuhan pembayaran iuran peserta dan

pemberi kerja kantor cabang
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Memastikan pemeriksaan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan
pemberi kerja kantor cabang

Pemeriksaan kepatuhan pendaftaran dan pemutakhiran data peserta
dan pemberi kerja kantor cabang

Memastikan penanganan keluhan langsung dan tidak langsung

. terselesaikan dengan efekfif ,dan solutif kaptor cabang .

| Memastikan penetapan jumlah kapitaSi kantor _Cab.a.ng". o

Memastikan pendaftaran peserta individu dan kolektif melalui

kantor cabang, website, atau pihak ketiga kantor cabang

4). Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan SDM dibawah

koordinasinya

a) Melakukan review DJP ( distinct job profile) setahun sekali

b) Melakukan pengelolaan kinerja ( perencanaan, pembinaan, dan
evaluasi kinerja)

¢) Melakukan coaching/counseling mengusulkan untuk mengikuti
pendidikan atau pelatihan pengembangan kompetensi

d) Memastikan visi, misi, tata nilai, kode etik organisasi serta proses

perubahan organisasi dapat dipahami dan dilaksanakan oleh sub-

ordinatnya

5). Tersusunnya luaran yang terkait dengan program kerja kepesertaan dan

pengendalian mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta

a) Laporan perkembarigan pencapaian pelaksanaan program secara

periodic

b) Laporan hasil validitas data peserta
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¢) Laporan distribusi kartu peserta (KIS)
d) Laporan lainnya terkait fungsi Ka. KLOK
b. Job Desk Staf Pemasaran, Pelayanan, Pengendali Mutu dan
Kepesertaan
~ Selain itu dalam melaksanakan aturan dan kebijakan juga dibantu oleh

'staf pemasaran, pelayanan, pengendah mutu dan kepesertaan yang

' memlllkl gambaran atau ilustrasi ( Distinct Job Prof le ) DIP) sebagal |

berikut:

1) Terlaksananya kegiatan pemasaran, kepesertaan dan unit pengendali
mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta
a) Melakukan koordinasi denhgan RO kantor cabang untuk sosialisasi

kepada badan usaha
b) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait atas pertanyaan peserta

¢) Melakukan koordinasi depgan RO kantor cabang terkait kegiatan
pembinaan dan hubungan kemitraan dengan badan usaha

d) Melakukan pemberian informasi rutin dan akurat mengenai
pembaharuan yang dilakukan oleh BPJS kesehatan

e) Mengelola identitas peserta meliputi pendaftaran peserta kolektif
melalui kantor BPJS keschatan, web, atau pihak ketiga

f) Merekaptulasi data peserta

g) Melakukan rekonsiliasi data peserta dengan badan usaha (BU)

h) Melakukan pencatatan dan monitoring terha_ldap distribusi kartu yang

diterima oleh LO
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1) Meminta dan memonitor pengembalian kartu (peserta keluar,
| perubaban dokter keluarga/data umum, produk)
j) Melakukan penarikan kartu peserta pada proses penonaktifan peserta
k) Mengelola mésterﬁle kepesertaan meliputi update data oleh peserta,
' update data oleh organisasi, yeriﬁkasi masterfile; dan penetapan
jumlah kapitasi di KC ' -
“l-) : Me'n'gé_lola admihiétré;i' kepeseftaan-meliputi dokﬁﬁléﬂfasi-' FRPK;
FDIP, dan FDPD
m) Mengelola meliputi menerima data hasil perhitungan, analisa hasil
perhitungan data, persetujuan hasil validasi data untuk proses
keabsahan peserta, menyerahkan hasil persetujuan untuk dilakukan
flag keabsahan peserta
0) Mengelola penggandaan dan pendistribusian kebijakan dokumentasi
formulir kepesertaan keunit kerja
p) Menerima keluhan peserta, baik secara langsung maupun tidak
langsung
q) Melakukan konfirmasi kepuasan peserta
2) Terlaksananya pedoman yang ditetapkan oleh organisasi
a) Mencapai standar hasil kerja yang telah ditetapkan dengan
mengutamakan kualitas proses

b) Melakukan evaluasi tefhadap hasil implementasi dari rekomendasi

yang sudah disetujui manajemen
¢) Memberikan masukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi

penatalaksanaan pedoman-pedoman yang terkait
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3) Tersusunnya luaran yang terkait dengan program pemasaran, kepesertaan
dan unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan peserta
sebagai berikut:

a) Laporan kegiatan customer relation
b) Laporan kegiatan evaluasi»pemasaran- yang terkait dengan customer
’ félaiion | |
¢) 'Lapéraﬂ-'has'il purifikasi frié’sférﬁle kéﬁésertaén' o
d) Laporan dokumentasi FRKP, FDIP dan FPDP
e) Laporan perkembangan kegiatan atau program
f) Laporan penyerapan anggaran unit kepesertaan
g) Laporan penyerapan anggaran unit kepesertaan
h) Laporan pemberian informasi dan edukasi
1) Laporan penanganan pengaduan peserta
j) Laporan lainnya terkait fungsi staf tersebut
c. Job Desk Staf Verifikator Berkas JKN Pasien Rujukan Di Rumah
Sakit
a) Verifikasi berkas klaim
b) Memastikan pelayanan di faskes lanjutan berjalan dengan baik
¢) Pelayanan kepada peserta JKN-KIS
d) Sosialisasi program JKN-KIS
'¢) Membantu mengurus surat elegibilitas peserta

f) Melakukan penanganan pengaduan dan keluhan peserta
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i)  Job Desk staf out sourching (tenaga kontrak)
Terdiri dari Satpam, sopir, dan office boy disamping melaksénakan tugas
pokoknya juga membantu proses pendaftaran dan pelayanan peserta
BPJS/JKN.
2. Jmplementasi Kebijakan Jamman Kesehatan (JKN) Peserta Bukan
Penerlma Bantuan Iuran ’\'Iandm '

Untuk ‘rhendapatkan | _gambé;raﬂ fentang "galhbaralnl .imp.lémentasiv '
kebijakan JKN dalam penelitian di Badan Penyélenggara Jaminan Kesehatan
(BPJS) Kesehatan, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPJS adalah untuk
mengetahui gambaran di lapangan seberapa jauh pemberian Jjaminan kesehatan
yang layak bagi peserta dan/ atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan
kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia. (UU No. 24 tahun 2011 Pasala 3).

Maka dalam memperoleh data penelitian ini, Data penelitian yang
didapatkan dari transkrip dan catatan lapangan dari setiap wawancara
mendalam dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Miles dan

~ Huberman (2000) yaitu dengan mengelompokkan atau mengkategorikan
secara rinci sesuai dengan kata kunci yang muncul. Selanjutnya, merangkum
dan menarik kesimpulan. Setelah dilakukan anaiisis data, peneliti
mengidentifikasi 3 indikator implementasi kebijakan JKN. Proses pemunculan
hasil ini sesuai dengan rumusan Penelitian.
a. Sosialisasi program JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran Mandiri

Kepada Warga/Peserta

Untuk mengetahui sejauh‘mana gambaran pelaksanaan sosialisasi

program JKN kepada warga/peserta JKN, maka peneliti menyampaikan
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pertanyaan untuk kepala BPJS Nunukan, Bagaimana pelaksanaan kegiatan
sosialisasi  program JKN  yang dilakukan oleh BPJS kepada
masyarakat/peserta, menyatakan sebagai berikut:

“ Sehubungan sosialiasi program JKN atau BPJS kepada warga
masyarakat, kita sudah lama melaksanakannya sejak dulu ketika
baru terbentuk program JKN ini, waktu itu kita sangat genjar
'mensosialisasikannya karena program harus diketahui seluruh -
lapisan masyarakat, apalagi waktu itu periode transisi dari Askes
ke JKN sehingga masyarakat jadi bingung. apalagl masyarakat
‘tidak begitu memahami dan mengetahui apa itu program JKN,
masyarakat belum tahu seperti apa namanya segmen, segmen mana
saja yang dikategorikan sebagai Pekerja Bukan Penerima Iuran
(PBPU), Pekerja Penerima Iuran (PPU) dan Penerima Bantuan
Iuran (PBI) belum lagi bagaimana cara pendaftarannya, dan
banyak lagi informasi dibutuhkan masyarakat, berangkat dengan
kondisi tersebut, sebagai pelayan BPJS kita tidak pernah berhenti
dan bosan akan terus mensosialisasikan dan mengingatkan kepada
warga baik yang sudah terdarftar dan belum terdaftar untuk
memperhatikan segala kewajibannya, karena bila mana informasi
program JKN itu benar-benar sampai kemasyarakat, maka bisa
saling bertukar informasi kepada yang lain, dengan harapan semua
masyarakat menjadi tahu dan paham dan dengan sendirinya akan
mendaftarkan dirinya kekantor BPJS.

Untuk tahun ini kita sudah menjadwalkan setiap minggu
sekali mengadakan sosialisasi kepada warga, untuk teknis
pelaksanaannya kami sudah menyusunnya untuk lebih lengkapnya
bisa menghubungi staf kami yang menangani itu, yang jelas kami
senantiasa selalu berkomunikasi kebawah, karena tanpa sosialisasi
mustahil program ini akan jalan dengan baik, Memang kita akui
akhir-akhir ini intensitas sosialisasi agak berkurang mengingat
faktor kesibukan membuat kita mau tidak mau pekerjaan sosialisasi
agak dikurangi” (wawancara tanggal 20 September 2017).

Kemudian peneliti melanjutkan kembali kepada kepala BPJS bagaimana
metode/strategi BPJS dalam melaksanakan program sosialisasi JKN kepada
warga/peserta, apa saja yang sudah dilakukan dan direncanakan BPJS
térkait dengan kegiatan sosialisasi JKN dengan menyampaikan sebagai
berikut: |

“ Selama ini dalam melakukan sosialisasi JKN, kita punya metode/
strategi khusus sudah disiapkan secara terencana dan terprogram™..
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..”Yang pertama, mengingat sumber daya yang terbatas
maka untuk mensiasatinya, karena padatnya dan tuntutan
pelayanan administrasi kepada calon atau peserta JKN yang harus
dilayani agar bisa berjalan bersama-sama, serta merespon animo
masyarkat dalam keterlibatan dirinya dalam kegiatan JKN, dan
relawan kita di lapangan yang cukup banyak membantu di layanan
kesehatan pratama puskesmas dan klinik pratama dan perusahaan
perkebunan dan pertambangan serta industri, bersama-sama
menjalankan sosialisasi, dan kita berharap terobosan baru terus

“menerus berjalan sampai seluruh warga paham dan sadar tentang
manfaat JKN”.. ‘
. Yang kedua; metode/strategi lain soal. sosialisasi kita
~ terapkan selama ini, untuk bagian saya, karena pimpinan di kantor
ini maka saya fokus sosialiasi di luar gedung setiap seminggu
sekali kita kelapangan memenuhi undangan kantor atau Lurah atau
RT dan tokoh masyarakat contotnya saya memanfaatkan betul-
betul momen-momen penting ketika mengikuti acara-acara formal
misalnya seminar kesehatan yang diadakan oleh organisasi profesi,
diskusi kesehatan, rapat-rapat yang membahas pembiayaan
kesehatan dengan lintas terkait antara lain kepemda, kedinas
kesehatan, rumah sakit, masyarakat umum bahkan dan program-
program preventif dan promotif sudah dijalankan BPJS, juga kita
tidak ketinggalan mempergunakan teknologi informatika seperti
media sosial dan media cetak, untuk media sosial kita sudah buka
website, face book, what’s up, juga melalui talk show ke beberapa
stasiun radio lokal yang bisa diakses kapan dan dimana saja, untuk
media cetak kita memaanfaatkan fasilitas berupa spanduk, brosur,
leftlead, banner, dan lain-lain walaupun pemanfaatannya belum
maksimal karena banyak keterbatasan kita baik dari segi
penguasaan iptek dan daya dukungnya contohnya media elektronik
cukup mahal, masyarakat juga tidak semua bisa mengakses
informasi melalui media online sehingga penyampaian melalui oral
komunikasi masih efektif untuk diterapkan” (Wawancara Tanggal
20 September 2017).

Menanggapi hal ini, peneliti melakukan konfirmasi untuk menggali
informasi keinforman petugas BPJS bagian informasi, pemasaran dan
kepesertaan, pendaftaran, dan pengaduan terkait pelaksanaan sosialisasi
kepada Warga/peserta JKN dengan menyampaikan sebagai berikut:
“ Benar apa yang dikatakan oleh pak ketua BPJS itu, tetapi pada
prinsipnya kami selalu berkomitmen melakukan sosialisasi dan
berjalan cukup baik, selaku kami petugas informasi, kepesertaan

dan pengaduan itu sudah pasti secara kontinyn mengadakannya
apalagi dalama job desk seperti itu, tapi memang kita juga akui
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kalau sosialisasi program JKN kepada warga/peserta belum bisa
terlaksana dengan baik dan belum bisa mengikuti program
sosialisasi yang sudah kami buat, untuk saat ini sosialisasinya
dilakukan secara individu kadang pula berkelompok saat warga/

peserta datang kekantor “ ( wawancara tanggal 20 September
2017).

Hal senada juga diungkapkan oleh informan petugas BPJS lainnya
sehubungan dengan pelaksanaan ‘program _ sosialisasi JKN, dengan
ményampaikan sebagai berikuf:

“ Bahwa sosialisasi JKN pada prinsipnya adalah salah satu tugas
sekaligus kewajiban kami untuk disampaikan kepada warga/
peserta, kalau masalah tempatnya, kita tidak terlalu harus formal
apalagi kita yang kerja dikantoran ini, jadi dimana saja dan kapan
saja kita sosialisasikan mungkin Cuma momentnya saja berbeda
dan itupun diadakan sifatnya perorangan, tatap muka, lewat telpon,
pokoknya disetiap kesempatan kita menyampaikannya, dulu
pernah kita buat jadwal sosialisasi namun tidak berjalan dengan
baik karena cukup sibuk, tetapi sekali lagi saya tekankan strategi
cukup efektif karena kami yang di lapangan yang sudah langsung
bersentuban langsung dengan peserta JKN” (Wawancara Tanggal
20 September 2017).

Hal senada juga disamapikan saat dikonfirmasi kebagian staf
verifikator berkas JKN di RS sehubungan pelaksanaan sosialisasi program
JKN kepada warga, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“ Terkait dengan pelaksanaan sosialisasi, sebenarnya kita selalu
berkomitmen melaksanakannya walaupun tidak seperti
dijadwalkan alias masih kurang, kita sangat mengharapkan semuai
segmen masyarakat mengetahuinya karena sekarang.ini masih
banyak warga kita belum benar-benar tersentuh oleh BPJS, dan
inilah yang menjadi perhatian bersama kita dan perlu kerja sama,
bagaimana pun masyarakat harus tahu, apalagi yang menyangkut
pelayanan publik seperti BPJS, kami juga menyadari kekurangan
kami karena padatnya tugas-tugas, sehingga sosialisasi kurang
diperhatikan, tetapi hampir setiap hari kita juga sudah melakukan
sosialisasi walaupun secara individu dan kelompok dan sebenarnya
mereka juga sudah sadar, paham, dan tahu tetapi kita selalu
mengingatkan tentang hak dan kewajibannya demi kebaikan
mereka juga” (Wawancara Tanggal 20 September 2017).
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Untuk mendapat informasi yang sesuai peneliti juga melakukan
konfirmasi, dan menanyakan kepada informan peserta JKN, bagaimana
pelaksanaan sosialisasi JKN dari petugas BPJS kepada warga/peserta
menyampaikannya sebagai berikut: _

“ Sos'ija_li_sas.i Yaﬁg dilﬁkukan oleh BPIS, kami rasa. masih kurang,

pasien dan warga masyarakat Nunukan yang awam, menginginkan -
informasi yang lengkap dan terbaru, karena banyak yang tidak tahu
juga apa itu BPJS, maka kami ini berharap bapak-bapak petugas
agar sering mengadakan sosialisasi guna masyarakat tahu, dan bisa
juga paham pentingnya itu BPJS” (Wawancara Tanggal 21
September 2017).

2. Kepatuhan Peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran dalam

membayar iuran

Selanjutnya adalah menggali kembali informasi tentang kepatuhan
masyarakat/peserta JKN dalam melakukan pembayaran, selanjutnya
peneliti menanyakan informan salah seorang staf BPJS, bagaimana
kepatuhan peserta JKN bukan penerima bantuan iuran dalam membayar
iuran JKN dengan menyampaikan sebagai berikut:

“BPJS sendiri ada aturan sudah lengkap yang mengatur
tentang hak dan kewajiban peserta JKN, diantaranya pembayaran
iuran, JKN itu sifatnya wajib maka iurannya harus dibayarkan,
masalahnya pembayaran khususnya JKN non PBI atau Pekerja
Bukan Penerima bantuan Iuran (PBPU) mandiri sendiri banyak
masalah ditemukan di lapangan yaitu banyaknya iuran wajib
peserta tidak terbayar atau tertunggak, dan kita sudah ada data yang
lengkap, nanti bisa kami bantu berikan kalau bapak butuhkan, jadi
inilah masalah krusial yang mesti disadari oleh peserta dan warga

‘pada umumnya, ketidakpatuhan ini mengakibatkan terhentinya
pelayanan BPJS ke yang bersangkutan, tidak akan mendapatkan
pelayanan di fasilitas pelayanan baik di RS, puskesmas maupun di
praktek keluarga, pratama, bukan hanya itu ada juga sanksi ringan

apalagi kami ini seorang . ibu rumah tangga; sekaligus orang tua . |
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sampai berat yaitu berlaku denda 2 % setiap bulannya dan bisa
pencabutan kartu JKNnya, kasihan juga masyarakat kita kalau
seperti ini, jadi dengan adanya JKN ini masyarakat harus disiplin
dalam menaati peraturan yang berlaku di BPJS, agar peserta dapat
merasakan manfaatnya, menyikapi kondisi ini kita sudah
mengupayakan langkah-langkah kongkrit misalnya menghubungi
langsung kepeserta JKN untuk diingatkan agar sesegera mungkin
membayarkan iurannya, kemudian aktif turun kelapangan
menghimbau warga untuk patuh dengan kewajibannya”
(wawancara, Tanggal 20 September 2017)

Hal séhada juga disampaikan '_ol'eh inf_bfman petugas BPJ S Iéinnya
berkaitan dengan kepatuhan dalam membayar iuran bagi peserta JKN bukan
penerima bantuan iuran dengan menyampaikan sebagai berikut

“Memang benar bahwa kepatuhan membayar iuran bagi
peserta JKN bukan penerima bantuan iuran masih rendah,
kesadaran mereka warga/peserta itu rendah dan tidak peduli
dengan kewajibannya, nanti mereka sadar bila dalam kondisi sakit
barulah peserta membayar iurannya, kami pun selalu
mengingatkan agar diperhatikan iurannya atau kami malah aktif
menghubungi lewat telepon bila peserta tidak membayar jurannya
terutama yang sudah tertunggak”tanggal 20 September 2017.

Kemudian peneliti melakukan kroscek kepada Informan salah satu peserta
JKN non PBI mengenai kepatuhan membayar iuran dengan menyatakan

sebagai berikut:

“ Sebenarnya awalnya kami rajin membayar iuran setiap
bulan dengan mengambil kelas 2 Rp 50.000/bulan tetapi akhirnya
terhenti, dan kami ini yang bekerja di kebun karena sudah sibuk
dan lupa membayarnya, apalagi penghasilan kami tidak menentu
sebagai petani kecil, kadang saat mau bayar jurannya dan belum
punya uang, akhirnya  seperti itulah, tidak sanggup

“membayarnya apalagi membiayai 5 anggota keluarga, pastilah
makin berat” (wawancara, 21 September 2017).
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Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, kemudian peneliti
menanyakan kepada Informan lainnya sesama peserta JKN non PBI terkait

kepatuhan membayar iuran dengan pernyataan sebagai berikut:

“ Alhamdulillah, kami selalu patuh membayar iuran karena kami
sadar akan kewajiban sebagai peserta, dan sangat kami sangat

- terbantu dengan adanya program JKN ini, walaupun kami juga
orang susah hanya pedagang kecil tapi kami selalu perhatikan.
pembayarannya apalagi ada dendanya, makanya kami tepat
waktu membayarnya” (wawancara, 21 September 2017).

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan petugas BPJS
di bagian kepesertaan, informasi dan pengaduan terkait keluhan-keluhan

dari beberapa informan menyampaikan sebagai berikut:

“ Memang benar keluhan masyarakat itu bera gam kalau masalah
pembayaran, paling banyak dikeluhkan itu tidak mampu bayar
alias tidak ada uang, kami juga memahami dan memakluminya
tetapi ini adalah kewajiban mereka, memang ada yang benar-
benar tidak mampu bayar secara ekonomi mungkin pada saat
sakit langsung mengurus JKN itu kondisi terpaksa, mau tidak
mau mengurus, tetapi yang kita sayangkan secara ekonomi
sebenarnya mampu tetapi tidak bayar, siapapun kalau dibiarkan
menumpuk pasti terasa berat, apalagi kami punya data 1/3 peserta
dari peserta JKN non PBI itu tidak patuh bayar iuran”
(wawancara 21 September 2017).

¢. Sanksi peserta JKN bukan penerima bantuan iuran yang tidak taat
membayar iuran
Untuk pertanyaan berikutnya sejauh mana sanksi bagi peserta JKN

bukan penerima bantuan juran jika tidak taat membayar iuran, pada

bagian ini akan dibahas seberapa besar pengaruh sanksi dalam
implementasi kebijakan JKN Bukan Penerima Iuran. Selanjutnya peneliti

menanyakan lebih lanjut kepada informan staf BPJS terkait sanksi
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kepada peserta JKN bukan penerima bantuan iuran mandiri yang tidak
taat membayar iuran dengan pernyataan sebagai berikut:

“ Memang ada sanksi bagi peserta bilamana iurannya tidak
dibayarkan, sesuai dengan aturan BPJS itu menurut saya ketat
bilamana peserta lambat membayar iuran maka ada sanksi berupa
denda dan penghentian sementara dan itu sudah kita berlakukan
sejak 1 Juli tahun 2016, dengan penjelasan diantaranya: Dalam
hal terdapat keterlambatan Iuran Jaminan Kesehatan lebih dari 1
(satu) bulan sejak tanggal 10 setlap bulan, Pertama dilakukan
Pemberhentian sementara penjaminan Peserta. dan status
kepesertaan aktif kembali apabila Peserta Membayar iuran bulan
tertunggak paling banyak untuk waktu 12 (dua belas) bulan,
kemudian Denda keterlambatan 2% (Batas pembayaran iuran
Bpjs Kesehatan tiap tanggal 10, Jika terlambat membayar pada
bulan itu dendanya 2% x jumlah iuran), kemudian Hari libur tidak
di hitung (Jika terlambat membayar pada hari libur maka belum
kena denda, misalnya tanggal 10 adalah hari minggu sedangkan
baru membayar hari senin tanggal 11 maka denda 2% itu belum
berlaku, yang kedua ( Jika tidak membayar 3 bulan berturut turut
kartu di blokir), dan yang terakhir ketiga (Sanksi Publik)
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2013 Pasal 9 Ayat 2 Sanksi
tidak mendapat Pelayanan Publik tertentu yang dikenai kepada
setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan
iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program
jaminan sosial meliputi:

(Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM),
Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK). Sesuai Ayat 3 (Pengenaan sanksi tidak mendapat
pelayanan publik tertentu dilakukan oleh unit pelayanan publik
pada instansi pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau
pemerintah daerah kabupaten/kota) Membayar iuran pada bulan
saat Peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.
Dalam waktu 45 (empat puluh lima) bari sejak status kepesertaan
aktif kembali ), Peserta wajib membayar denda. (Pasal 17 A.1
Ayat 1, 2, 3 Perpres No. 19 Tahun 2016), jadi memang tidak
main-main sanksinya” (wawancara, tanggal 20 September 2017).

Kemudian peneliti menanyakan kepada informan petugas lainnya terkait
dengan sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran dengan

menyatakan sebagai berikut:

“Iya memang betul ada sanksi bagi peserta JKN bila tidak patuh
membayar iuran, dan itu adalah permasalahan' BPJS yang masih
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umum terjadi berupa penunggakan juran. Jika ada peserta
menunggak pembayaran iuarn BPJS akan ditagih, proses yang
dilakukan BPJS yaitu akan menelpon peserta yang belum
membayar iuran. Cara ini sebagai mengingatkan agar peserta
BPJS segera membayar pelunasan hutang, karena kepesertaan
BPJS itu wajib dan ada syarat bayar iuran, kalau bayaran iuran
tidak dilunasi, maka akan ditagih. Yang terjadi, bukan masalah
utang peserta BPJS sendiri ke BPJS kesehatan, melainkan utang
peserta BPJS ke negara, anggaran berjalannya program BPJS juga
berasal dari APBN” (wawancara, tanggal 20 September 2017).

Kemudian ditambahkan lag;.. .
” Disisi lain pihak BPJS kesehatan tidak mungkin menghapuskan
hutang seseorang. Tiap peserta yang menunggak akan dicatat,
sebaiknya segera melunaskan iuran, terlebih lagi kalau sudah
menggunakan pelayanan BPJS dan ikut perawatan karena sakit,
Ya...mohon maaf, misalnya seluruh biaya kena puluhan hingga
ratusan juta. Lalu tiba-tiba belum melunasi utang, tidak
dibenarkan juga. Di BPJS kesehatan, konsep gotong royong
dibangun bersama, ini demi melancarkan program BPJS, ada
regulasi untuk bayar iuran dan sanksinya, masa Anda tidak

membayar iuran, kok minta dilayani” (wawancara, tanggal 20
September 2017).

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada informan petugas BPJS
lainnya terkait dengan sanksi peserta tidak membayar iuran menyampaikan

sebagai berikut:

“Sanksi jika peserta tidak membayar iuran maka status kartu
BPJS nya akan dihentikan sementara, untuk mengaktifkannya
kembali maka peserta yang bersangkutan harus melunasi
tunggakan yang belum dibayar, tapi jika anda telat selama 2 tahun
atau lebih, maka anda cukup bayar iuran 1 tahun +1 bulan saja.
Jika anda terdaftar di kelas 2 maka tagihan yang harus anda bayar
untuk mengaktifkan kartu BPJS adalah sebesar Rp 663.000, akan
tetapi ketika peserta menggunakan layanan rawat inap sebelum

45 hari sejak diaktifkan kembali maka akan dikenakan biaya 2,5
% dari total biaya inap di rumah sakit. Sisanya baru menjadi
tanggung jawab BPJS kesehatan” (wawancara, tanggal 20
September 2017).

Selanjutnya kepada salah satu informan peserta JKN Bukan Penerima

Bantuan Juran Mandiri peneliti memberi penjelasan terkait dengan adanya
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sanksi JKN jika tidak membayar iuran per bulan atau tertunggak dengan

menyampaikan sebagai berikut: .

“ada wacana dari BPJS memberikan sanksi bagi peserta yang
menunggak iuran seperti dipersulitnya perpanjangan SIM, KTP
atau paspor, banyak kendala pak, jika masyarakat tidak bayar
iuran misalnya dikarenakan sistem pembayaran yang susah
seperti jaringan internetnya eror, keengganan peserta bayar bukan
sepenuhnya salah masyarakat, jadi dengan wacana itu akan sangat

- memberatkan, belum lagi persoalan sanksi pemberian sanksi bila
pembayaran terlambat dan kemudian dikaitkan lagi dengan - -
urusan administrasi kependudukan dan lainnya, inikan pelayanan
kesehatan, cukup dengan pemberian denda saja bila peserta itu
terlambat jangan ditambah-tambah lagi dendanya” (wawancara,
tanggal 21 September 2017).

¢. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi
Badan Penyelenggara Jaringan Sosial bidang kesehatan dalam
menyelenggarakan pelayanan administrasi tak lepas dari kendala-
kendala yang membuat proses pelayanan tidak bisa maksimal seperti
yang diharapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,
Berikut ini akan diuraikan secara terpisah faktor yang mendukung dan
menghambat implementasi JKN menyampaikan berikut ini:

d. Faktor pendukung
1) Komunikasi Antara Implementator

Dalam implementasi kebijakan BPJS, pelaksana program
melakukan sosialisasi program kepada kelompok-kelompok
masyarakat (publik) agar masyarakat dapat memahaxhi, mengikuti
dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diharapkan oleh
perumus kebijakan atau pelaksana program. Komunikasi yang

dibangun melalui sosialisasi dan pendekatan yang persuasif
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diharapkan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga tujuan
tercapai dengan sendirinya masyarakat terdorong berpartisipaﬁ
dalam program JKN/BPJS.

Menurut informan dari penanggung jawab bagian kepesertaan,
informasi dan pengaduan keluhan BPJS Nunukan menyatakan.
sebagai bén'kut: | |

“ Komunikasi pelaksana JKN dengan masyarakat telah
dilakukan dengan menginformasikan program JKN melalui
petugas BPJS, petugas kesehatan yang ada di puskesmas” (
wawancara tanggal 20 September 2017). ‘

Demikian pula, dikatakan oleh kepala BPJS Nunukan menyatakan
| sebagai berikut:

“ bahwa kami sudah melakukan komunikasi kepada peserta
dan warga, kami juga berkomunikasi pada saat mengikuti
rapat di kantor-kantor pemerintah dan swasta serta
memenuhi undangan masyarakat/tokoh masyarakat secara
rutin setiap minggu bahkan juga sampai lebih dari target
tergantung undangan, disana disampaikan laporan mengenai
pelaksanaan, permasalahan-permasalahan, kendala-kendala
dan solusi terhadap permasalahan yang ada” ( wawancara
tanggal 20 September 2017).

2). Sumber daya
Mengenai ketersediaan sumber daya dalam menjalankan kegiatan
operasioanl BPJS, Hasil wawancara dengan kepala BPJS Nunukan |
menyatakan sebagai berikut:

“ Perlu diketahui bersama bahwa keberadaan kantor BPJS
Nunukan selama berdiri 3 tahun itu adalah unit pembantu -
BPJS kota Tarakan sehingga tidak memiliki kewenangan
mengatur urusan rumah tangga sendiri; termasuk
pengelolaan anggaran, ketenagaan, dan lain-lain, semua
masih tergantung dari kantor BPJS cabang Tarakan”

Dengan staf yang ada, tentunya kami sulit mencapai target
90 % warga Nunukan terlindungi dengan Jaminan
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Kesehatan Tahun 2019, kita juga realistis sebagai mana
bahwa Nunukan ini daerah yang cukup luas dengan kondisi
geografis yang sulit dan jumlah penduduk terbanyak di
urutan kedua setelah Tarakan tentunya jadi tantangan kita
selaku pelayanan masyarakat agar masyarakat bisa terlayani
oleh program jaminan kesehatan terutama dalam melakukan

sosialisasi kepada warga” (wawancara  tanggal 20
September 2017).

Darl Jumlah dan Jems pekerjaan yang dlbebankan sepert1 di

_]Ob desk tergambar begitu tlnggmya beban kerja masing —masing

staf sehingga perlu dukungan sumber daya manusia yang memadai

baik dari kuantitasnya dan kualitasnya serta kompetensinya, jumlah

aparatur BPJS adalah 6 orang yakni terdiri dari 3 orang

profesional/ASN dan 3 orang sebagai tenaga honor lepas/Non ASN.

Tabel. .4.1 Data Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

(BPJS) Kabupaten Nunukan

No | Jenjang Pendidikan | ASN Non ASN Jumlah
1 | Sarjana 1 0 1
2 | Diploma I 2 0 2
3 | SMU 3 0 3
Total 6 0 6

Sumber: BPJS Kabupaten Nunukan Tahun 2017

Faktor pendukung lain dalam sumber daya adalah gedung

pelayanan yang tersedia sudah baik meskipun gedung tempat pelayanan

masih disewa namun sudah representatif dan sudah cukup nyaman bagi

warga dan petugas.
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3). Komitmen Para Implementator
Komitmen dari para pelaksana kebijakan Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) dalam penyelenggaraan pelayanan
jaminan kesehatan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan hal ini seperti diungkapkan oleh
informan A(_war'g.a/'pés'erta) seperti belikut ini:
-“Pétugas BPJS sudah melayani dengan baik dan ramah, |
mereka memberikan informasi dengan jelas kepada kami, jika
ada kekurangan dalam berkas yang kami ajukan langsung
diberitahu kekurangannya” (wawancara, 1 oktober 201 7).
Dalam memberikan pelayanan para implementator juga selalu
berpegang teguh pada aturan yang ada dengan memproses semua
berkas pengurusan kepesertaan JKN sesuai dengan urutan registrasi
masuk secara bersama. Sikap demikian ditunjukkan dengan
menganggap bahwa proses pelayanan berjalan bila dilakukan dengan
penuh tanggung jawab dan kekompakan tanpa menonjolkan
kemampuan masing-masing seperti yang diungkapkaﬁ oleh informan
kepala BPJS sebagai berikut :
“Saya sering menyampaikan kepada staf bahwa semua yang
terlibat dalam penyelenggara jaminan kesehatan merupakan
sebuah tim pelayanan harus saling mendukung dalam
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan
tidak boleh jalan sendiri-sendiri semuanya harus di bawah
koodinasi sesuai struktur yang ada” (wawancara tanggal, 1
Oktober 2017).

Selanjutnya informan berikutnya adalah  penanggung jawab/

verifikator menyampaikan hal yang sama terkait sumber daya

menyampikan sebagai berikut:
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“Memang benar dikatakan kepala BPJS bahwa kami selalu
berkomitmen bersama-sama meningkatkan pelayanan kepada
warga, kadang kami harus lembur lagi untuk menyelesaikan
tugas-tugas administrasi pelayanan pasien BPJS yang tersisa
pada hal jam pulang itu jam705 sore” (Wawancara,}tanggal 02

Ok_tob_er 2017).

4) Dukungan Kelompok Kepentingan

Untuk menggali informasi perihal dukungan kelompok kepentingan
lebih lanjut peneliti menanyakan kepada Informan II peserta JKN
Bukan Penerima Bantuan Juran, Apakah bapak/ Ibu lancar membayar
iuran JKN menyatakan sebagai berikut:

“Kami peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran rajin
membayar furan  setiap bulan sebelum tanggal
10”(Wawancara tanggal 02 Oktober 2017)

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Informan, apa yang
memotivasi Bapak/Ibu aktif membayar iuran JKN Bukan Penerima

Bantuan Iuran Mandiri setiap bulan menyatakan sebagai berikut:

“ Kami sebagai peserta JKXN Bukan Penerima Bantuan Iuren
selalu taat akan kewajiban kami, karena kami beranggapars
bagaimana mungkin kami mau dilayani kalau tidak membayar
furan, itukan untuk kepentingan kami, kami juga tidak mau
gara-gara tidak bayar iuran, kartu JKN nya tidak bisa kami
! gunakan, karena kami ingin dilayani makanya kami selalu
' mendukung penuh program-program BPJS termasuk aktif
membayar iuran” (Wawancara tanggal 02 Oktober 2017).
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e. Faktor Penghambat
1) Sumber Daya Para Pelaksana
Saat peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana BPJS penulis
menanyakan bahwa BPJS di daerah seperti di Nunukan itu tidak punya
kewenangan sendiri dan atonomi khusus dalam hal penganggaran_
pengembangan staf, dan operasmnal keglatan rutin, dalam hal
semacam itu sepenuhnya di serahkan oleh-BPJ S cabang.
PEMBAHASAN
Pada bagian ini penulis akan membahas tentang implementasi kebijakan
JKN Bukan Penerima Bantuan Turan Mandiri dikaitkan dengan faktor
pendukung dan penghambat serta menganalisa sejauhmana kebijakan ini telah
mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Terlebih dahulu akan dibahas terkait dengan sosialisasi.
1. Sosialisasi Program JKN Bukan Penerima Bantuan Turan Mandiri
Kepada Warga/Peserta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat
disimpulkan bahwa, terkait dengan sosialisasi tentang program JKN bukan
penerima bantuan iuran mandiri kepada peserta sudah berjalan cukup baik,
pada saat warga membutuhkan informasi tentang pelayanan JKN maka
petugas mampu melakukan sosialisasi kepada warga secafa terencana,
terjadwal dan terus menerus. Dalam hal ini peserta JKN séndiri sudah
memahami, menyadari, dan mendukung sepenuhnya progfaxﬁ JKN dan
berbagai kemudahan yang ditawarkan, maka setelah mengikuti sosialisasi

dan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat dari petugas BPJS,
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sebagian besar calon atau peserta dengan kesadaran diri yang tinggi tanpa
paksaan dari pihak manapun langsung mendaftarkan dirinya sebagai peserta
JKN walaupun ditemukan juga ada sebagian warga masih ragu-ragu untuk
mendaftarkan dirinya karena alasan masing-masing,.

Keberhasﬂan 1mp1ementa51 3051allsas1 tentang tentang pro gram JKN
bukan penenma bantuan iuran -mandm kepada peserta khususnya d1
kabupaten Nunukan sangai ter gﬁntung dari kemampuan memanfaatkan
sumber daya yang tersedia. Edward dalam Winarno (2002) mengatakan
bahwa sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan
kebijakan. Isi dan tujuan-tujuan kebijakan mungkin dapat dikomunikasikan
tetapi jika para pelaksana (Implementator) kurang sumber daya yang
diperlukan untuk melaksanakan isi kebijakan maka implementasi pun
cenderung tidak berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi staf,
fasilitas, dan wewenang. Staf BPJS dalam hal ini merupakan sumber daya
yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, displin dan
berdedikasi kerja yang tinggi untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu
menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan irﬂplementasi kebijkan.
Sumber daya tidak kalah pentingnya denga komunikasi. Sumber daya
kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka memperlancar adminsitrasi
implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau
insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan JKN peserta

bukan penerima juran mandiri. Sumber daya adalah faktor penting untuk
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implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya kebijakan hanya
tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

. Kepatuhan peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran dalam
membayar Iuran

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia
berasal »'dafi.d.c?ron_gan yang ada dalafn diri .manusia, sedang doroﬁéﬁn
mérﬁpakan usaha untuk memenuhi ikeBufﬁhaﬁ yang ada dalam diri maﬁusia '
(menurut Heri P, 1999)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukup banyak peserta yang
mendaftar sebagai peserta JKIN Mandiri setiap tahun pertumbuhan peserta
baru mengalami peningkatan, hal ini diasosiasikan bila dengan menjadi
peserta BPJS maka warga akan mendapatkan keuntungan terutama jika
mengalami sakit yang membutuhkan perawatan dan tindakan medis yang
berbiaya besar maka BPJS yang akan menanggung biaya pengobatan yang
dilakukan.

Namun demikian kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan
pertumbuhan peserta baru dengan kepatuhannya membayar iuran, penulis
menemukan rendahnya kepatuhan pembayaran iuran pada peserta JKN
Bukan PBI Mandiri, di mana penerimaan Iuran peserta JKN adalah salah
satu sumber pembiayaan dari JKN sehingga bila angka ketidakpatuhan
pembayaran iuran yang tinggi, maka dapat menimbulkan risiko finansial
yang cukup besar bagi BPJS, hal ini sesuai penyampaian informan peserta
JKN Bukan PBI dengan memberikan alasan yang beragam diantaranya

peserta JKN awalnya mampu bayar juran tetapi dengan sistem iuran
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berlaku seumur hidup akhirnya tidak mampu lagi membayar iurannya
sehingga pelayanan kesehatan dari BPJS yang diberikan menjadi terhenti,
kemudian banyak juga peserta saat sakit lalu mengurus kartu JKN Bukan
PBI yang kelas I tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga

sehingga, belum lagi sistem penagihan dan notifikasi belum berjalan

slebagaimanabmestinya,v selama ini lebih _mehgandalka_n penggunﬁan system

berbasis I'T-.O-nline' (BPJS Online) aﬁdroid, namun cara ini tidak féflaiu
efektif karena tidak semua warga punya Android atau handphone, belum
lagi minimnya fasilitas lainnya yang dimiliki peserta JKN untuk mengakses
sendiri, belum lagi jaringan internet di daerah pedalamam jadi masalah
pokok sehingga saat transaksi sering error sehingga terlambat
pembayarannya, di samping itu tempat tinggal yang jauh dari kota sehingga
menyulitkan peserta dalam melakukan pembayaran tepat waktu, mungkin
perlu terobosan baru dari pihak BPJS untuk memudahkan cara penagihan,
bisa melalui notifikasi d_engan menemui langsung peserta JKN atau
notifikasi tertulis kepada peserta.

Sanksi peserta JKN bukan penerima bantuan iuran yang tidak patuh

membayar iuran

Sanksi adalah suatu tixidakari berupa hukuman yang diberikan
kepada orang yang melanggar perafuran. Sanksi diperlukan agar peraturan
atau undang ﬁndang tidak dilanggar. Agar peraturan sanksi dipatuhi, maka
harus ada sanksi iuran bagi para pelanggarnya. Sanksi dalam hukum
administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat

digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap
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kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan
(machmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtelijke) , digunakan
oleh pemerintah (overhead), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive

op net-naleving).

Sesuai has11 penehtlan mengena1 pembenan sanksi bag1 peserta
JKN Bukan PBI cukup berjalan dengan ba1k mendukung adanya
pemberlakuan sank51 ringan sampai berat bag1 peserta yang terlambat bayar
luran, walaupun sebagian peserta JKN jugamasih keberatan bila penerapan

sanksi dikaitkan dengan pemutusan pelayanan publik.

Jadi penulis menyarankan kepada pihak BPJS agar lebih tegas dalam
menerapkan sanksi bagi peserta, bukan sekedar jarkom saja tetapi mampu
meinberikan hukuman positif kepada wajib iuran yang telah lalai dalam
Pemenuhan kewajiban iuarannya sehingga dengan dibérikannya sanksi,
peserta wajib iuran akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang
telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban iuarannya di masa

luran yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

. Faktor faktor pendu'kung dan penghambat yang mempengaruhi
implementasi kebijakan peserta jaminan kesehatan /JKN Bukan
Penerima Bantuan Xuran sebagai berikut:
a) Faktor Pendukung
1) Sosialisasi
Dalam . implementasi Kebijakan - JKN, pelaksana program

melakukan komunikasi atau sosialiasi kepada pihak-pihak terkait
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baik itu peserta, warga masyarakat, aparat pemerintah, karyawan
swasta, aparat TN/POLRI, maupun pihak lain yang berkepentingan,
tujuannya agar masyarakat mendukung program BPJS sehingga
kelompok-kelompok masyarakat mudah memahami dan
melaksanakar_l_ ‘sebagaimana yang diharapkan oleh perumus
kebijakan atau pelaksana proéram. Diharapkan dengan quﬁunikasi. o
yahg ‘c'lillall(lu»kaﬁ melalui sosiAaliési-_ dan bendekatan yang ﬁersua;iﬂ
peserta bisa mendukung tercapainya tujuan dan partisipasi
masyarakat yang lebih optimal. |

Sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh para
informan bahwa komunikasi program JKN Bukan Penerima
Bantuan Iuran sudah berjalan dengan baik, kebijakan/program yang
disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta. Hal ini sesuai
dengan teori Edwar III dalam Winarno (2002), ada émpat faktor
determinan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi,
sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi dengan
berelaborasi dengan teori Grindel dalam Nugroho (2012) tentang
konteks kebijakan bahwa Compliance Dan Responsiveness (Tingkat
Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksana).

Salah satu variabel yang menentukan efektivitas implementasi
kebijakan sebab komunikasi sarana untuk menyébarluaskan
informasi‘ baik dari atas kebawah maupun sebaliknya. Dalam
hubungan ini untuk menghindari terjadinya distorsi informasi

tentang kebijakan, maka perlu adanya ketepatan waktu dalam
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penyampaian informasi, isi informasi harus Jelas serta memerlukan
ketelitian dan konsistensi dalam penyampaiannya.

Penulis menilai bahwa dari sisi komunikasi bahwa
pelaksanaan sosialiasi sudah dilakukan dengan belum terorganisir,
terpadu daﬁ terencana dengan baik oleh pihak BPJS Hal ini

dlkarenakan Jadwal sos1allsa31 yang telah dlSllSLlIl serlng berubah—

' 'ubah sehmgga kon51sten31 dalam men]alankan jadwal yang telah. '

dibuat tidak terlaksana dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya (resources) sangat penting dalam mendukung
kelancaran implementasi program JKN, dalam hal ini terdiri
Manajer BPJS, peserta, pemerintah, lintas terkait, serta staf maupun
pelaksana lainnya. Ketersediaan pelaksana kebijakan perlu
ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya
manusianya agar pelayanan BPJS lebih baik dan profsional.

Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara
sempurna karena mereka tidak bisé melakukan peketjaa dengan
baik. jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang
harus dilakukan meningkatkan skillkemampuan para pelaksana
untuk inélakukan program. Untuk itu perlu adanya manaj emen SDM
yang baik agar dapat meningkatkan kerja program.
Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena

kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka
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dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan
kemampuan yang khusus.

Sumber lain yang juga penting adalah kewenangan untuk
menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
membelajankan/m_engatur keuangan sendiri, pengadaan staf,
'fnaupun fasilitas lainnya -yang_ dipgrlukaln untuk melakéénakan
kebijakén/pl;ogrém harus - terpenuhi Sépe’rti k'antbr,' peralatan, serta. |
dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat
berjalan.

Menurut Syafri dan Setyoko (2008: 49) menyebutkan, staf
merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan.
Besaran jumlah staf ( staf yang banyak) tidak selamanya berdampak
positif bagi implementasi kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat
diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah
staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan
sesuai kebutuhan.

Komitmen pelaksana BPJS

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan
efesien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus
dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan
itu, tetapi mereka juga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut” (Edwar II “dalam Nugroho (2009: 53),
Berdasarkan uraian tersebut, maka implementasi program JKN

mutlak harus dikuatkan dengan adanya komitmen dan kesadaran
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yang tinggi dari para pelaksana program secara sistemnatis,
berkelanjutan dan konsisten.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas
implementasi kebijakan adalah sikap - implementator. Jika
implementator setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan

melaksanakan dengan senang hatl tetapl _]lka pendangan mereka

berbeda dengan pembuat kebl_] akan maka proses 1mp1ementas1 akan o

mengalami banyak masalah, Untuk itu perlu ada kesadaran
pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana dan intensitas respon.

Di samping itu, dukungan para pejabat pelaksana sangat
dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari
pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dalam
mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Dukungan pimpinan ini
adalah menempatkan kebijakan menjedi prioritas program,
penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung
program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis
kelamin, karateristik lain.

Hal ini sesuai dengan penulis sampaikan dari hasil penelitian
bahwa antara peserta/masyarakat dengan petugas pelaksana BPJS
sudah berkomitmen untuk saliné bersinergi mensukseskan program
BPJS.

Dukungan Kelompok Kepentinghn‘
Terkait dukungan kelompok kepentingan, babwa bila ada

dukungan dari masyarakat atau kelompok kepentingan terhadap
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suatu program maka program itu akan berjalan sebagaimana yang
diharapkan bersama, termasuk program BPJS/JKN Bukan Penerima
Bantuan Iuran, hal ini sesuai dengan penulis juga sampaikan dari
para informan, bahwa peserta atau masyarakat cukup mendukung
adanyg program JKN karena mereka menganggap dan menyadari
pé11fif1gnyé, m*eﬁgurus jaminan .llv(eseha-té.n‘ baik untuk késve-lat.n'at'aﬁ-‘
dirihya maupuﬁ-&aiam kelﬁa’fganyé »s_‘erta ‘kéiénlpék masyarakatnya
maka sebagai bentuk dukungannya kepada program JKN dengan
semangat menumbuhkan nilai-nilai kepahlawanan dan kemanusiaan
maka masyarakat pun akhirnya menentukan sikapnya mendukung
penuh dengan  sukarela dan gotong royong mendaftarkan diri

menjadi peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran.

b. Faktor Penghambat

1) Sumber Daya

Berhasil tidaknya Sosialisasi, ditentukan oleh banyak faktor
yaitu faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya
kondisi alam dan geografis yang menjadikan penghambat terbesar .
dalam pelaksanaan program JKN termasuk kepatuhan membayar
iuran dan sosialisasi, sebagai daerah perbatasan, terpencil, terluar
dan kepulauan dengan wilayah kerja yang sangat luas dengan 3
pulau besar ( pulau Nunukan, Sebatik dan daratan Kaliﬁéntm
dengan karakteristik lautan, darat dan laut maka tentunyé memiliki
keterbatasan akses darat, laut dan sungai ditambah ‘iagi 'é.kses

informasi dan media cetak komunikasi yang belum merata dan
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terjangkau oleh masyarakat di daerah terpencil, serta komitmen dan
dukungan masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan JKN
menyebabkan juga masih rendahnya partisipasi dan perhatian

masyarakat di samping faktor internal diantaranya terbatasnya

~ anggaran, keterbatasan waktu staf karena sibuk melayani warga

dan peserta JKN
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Memperhatikan hasil temuan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat diperoleh kesimpulanvsebagai berikut:

1 Program Ja_minah Kesehatan (JKN) merupakan salah satu asuransi

Kesehatan sosial yang bersifat melindungi atau protektion dan wajib bagi

seluruh warga negara dalam upaya pemerintah untuk mengayomi

masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan. Implementasinya belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam

meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Hal ini

berdasarkan beberapa hal sebagai berikut

a.

Sosialisasi program JKN kepada peserta/warga belum sepenuhnya
dijalankan sehingga akses informasi menjadi terbatas dan peserta
/warga yang menjadi sasaran program ini tidak memiliki pemahaman
yang lengkap berakibat rendahnya kesadaran untuk menjalankan
program JKN ini.

Kepatuhan dalam memBayar iuran oleh peserta JKN Bukan Penerima
Bantuan Iuran Mandiri masih rendah karena kesadaran peserta untuk
melakukan pembayaran iuran masih kurang.

Sanksi bagi peserta yang tidak patuh fnembayar iurap JKN Bukan
Penerima Bantuan Iuran Mandiri sudah dijalankan sesuai aturaﬁ

berlaku di BPJS
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi implementasi JKN
Bukan Penerima Bantuan Iuran adalah sebagai berikut:
a. Komunikasi
Transmisi JKN belum diinformasikan secara menyeluruh kepada
masyarakat, ma31h ada beberapa mforma51 yang belum jelas diterima
oleh masyarakat sehmgga mengganggﬁ proses pembenan pelayanan
Begitu pula Komun1kas1 antar 1mp1ementator oleh petugas BPIS belum .
sepenuhnya terkoordinasi dengan baik
b. Ketersediaan sumber daya manusia atau staf tidak diimbangi dengan
kemampuan, dan beban kerja sehingga pelayanan belum optimal
c. Komitmen dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik
d. Kelompok pendukung kepentingan juga sudah berjalan dengan baik
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi
kebijakan:
a. Faktor Pendukung |
1) Komitmen para pelaksana yang melaksanakan tugas dengan jujur, adil
dan profesional dengan hati-hati melayani masyarakat tanpa ada
tekanan dari pihak manapun agar pelayanan yang diberikan tidak
bertentangan dengan regulasi yang ada
2) Sumber daya berupa sarana/tempat, sarana i)endukung lainnya " cukup
memadai dalam memeberikan pelayanan
b. Faktor Penghambat

1) Komunikasi antara para pelaksana belum berjalan dengan baik
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2) Sumber daya yang dimiliki oleh pihak BPJS secara kualitas dan

kuantitas belum optimal

2. Saran
Sebagai upaya memberi masukan kepada pengambil kebijakan dalam rangka
mengoptimalkan kebijakan JKN dalam penyelenggaraan BPIJS di kabupatenl :
»'Nunukan maka dar1 hasﬂ ka_]lan penehtlan 1n1 penulls membenkan saran --
“sebagai benkuta_ - |

1. Bagi Pemerintah Daerah

Perlunya optimalisasi peran pemerintah dalam hal ini pihak yang terkait

(dinas kesehatan, puskesmas dan seluruh jaringannya) memberikan

informasi tentang kebijakan pelayanan BPJS kepada semua petugas dan

masyarakat agar mampu menangkap kebijakan sudah dijalankan

2. Bagi BPJS

a. Perlunya pihak BPJS senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi
secara intens kepada layanan kesehatan terkait permasalahan yang
sering dihadapi dan memberikan solusi agar program JKN dapat
berjalan mampu meningkatkan jumlah kepesertaan JKN Non PBI

b. Perlunya pihak BPJS menambah sumber daya agar mampu
mengcover pelayanan yang ada terkait meningkatnya kepesertaan
JKN baru

2. Bagi Peneliti berikutnya
Peneliti berikunya perlu membaca buku atau referensi lebih banyak lagi
tentang kebijakan jaminan kesehatan/JKN dan berlatih cara melakukan

in-depth interview dan pengambilan jumlah sampel yang lebih banyak.
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Di samping itu perlu dikembangkan metode penelitian yang lain
misalnya metode kuantitatif agar bisa diketahui data-data yang lain untuk

mendukung peneltian yang sudah dilakukan.
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PENELITIAN TENTANG:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BUKAN PENERIMA IURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEWER GUIDE)

L. Ucapan terima kasih kepada informan atas kesediannya untuk diwawancarai
2. Informan bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang.
berhubungan dengan topik wawancara. ‘ '

DATA UMUM : Kepala BPJS Kabupaten Nunukan
Nama Informan
Tanggal wawancara

Daftar pertanyaan:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)?

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten
Nunukan?

3. Bagaimana dampaknya dengan .adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di kabupaten Nunukan?

4. Bagaimana kemajuan pelayanan kesehatan dengan kebijakan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)?

5. Bagaimana kondisi dejarat. kesehatan masyarakat dengan kebijakan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)?

6. Bagaimana peluang dan tantangan dihadapi BPJS kedepan dengan adanya kebijakan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)?

7. Bagaimana pelaksanaan Kkegiatan sosialisasi program JKN yang dilakukan oleh
BPJS kepada masyarakat/peserta?

8. Bagaimana strategi BPJS yang diterapkan dalam melaksanakan program sosialisasi
JKN kepada warga/peserta, Apa saja yang sudah dilakukan dan direncanakan BPJS
terkait dengan kegiatan sosialisasi JKN
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PENELITIAN TENTANG:
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BUKAN PENERIMA TURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEWER GUIDE)

L. Ucapan terima kasih kepada infoman atas kesediannya untuk diwawancarai
2. Informan bebas mengemukakan pendapat pengalaman, harapan atau saran yang
berhubungan dengan toptk wawancara

DATA UMUM : Veriﬁkator BPJS Kabupaten Nunukan
Nama Informan
Tanggal wawancara

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana komitmen staf dalam menjalankan program sosialisasi JKN kepada
warga/ peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran Mandiri?

2. Bagaimana kepatuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan penerima
bantuan iuran mandiri dalam membayar iuran?

3. Bagaiman sanksi kepada peserta JKN bukan penerima bantuan iuran mandiri yang
tidak taat membayar iuran?

4. Bagaimana kompetesi, keterampilan dan keahlian tenaga BPJS dalam implementasi
JKN?

5. Bagaimana kesediaan fasilitas tenaga BPJ S dalam implementasi JKN?

6. Bagaimana mekanisme dan prosedur pelayanan JKN, apakah dilaksanakan dengan

baik atau tidak, jika tidak apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya?
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9. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam menjalankan kegiatan operasioanl
BPJS?

10. Bagaimana komitmen para pelaksana BPJS dalam melayani masyarakat dalam
menegakkan aturan berlaku?
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PENELITIAN TENTANG:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BUKAN PENERIMA IURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEWER GUIDE)

1. Ucapan tertma kasih kepada informan atas kesediannya untuk diwawancarai
2 Informan bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang
berhubtmg(m dengan toptk wawancara :

DATAUMUM : (Peserta JKN Bukan Penerima Bantuan Iuran Mandiri)
Nama Informan : N
Tanggal wawancara

Daftar pertanyaan:

1. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana pelaksanaan sosialisasi JKN oleh petugas BPJS
kepada warga/peserta?

2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana kepatuhan dalam membayar iuran peserta JKN Bukan
Penerima Bantuan Iuran Mandiri?

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah tagihan JKN Mandiri tidak terlalu besar?

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah lancar membayar iuran tiap bulan?

5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang memotivasi Bapak/Ibu aktif membayar iuran?

6. Menurut bapak/Ibu, bagaimana tanggapan terhadap sanksi bila menunggak bayar iuran?
7. Menurut bapak/Ibu, dimana tempatnya membayar iuran?

8. Menurut bapak/Ibu, apakah sumber daya/ tenaga BPJ S yang ada saat ini melayam,
sudah memadai?

9. Menurut bapak/ibu, bagalmﬁna pelayanan diberikan dari petugas BPJS, apa
memuaskan dan apakah ada komitmen petugas BPJS membantu dalam pengurusan
kartu JKN ?




43233.pdf

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PENELITIAN TENTANG:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BUKAN PENERIMA ITURAN MANDIRI DI KABUPATEN NUNUKAN

PEDOMAN WAWANCARA (INTERVIEWER GUIDE)

L Ucapan' terima kasih kepada ihforman atas kesediannya untuk diwawancarai
2. Informan bebas mengemukakan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang
berlzubungan dengan toptk wawancara :

DATA UMUM : anggota masyarakat
Nama Informan :
Tanggal wawancara

Daftar pertanyaan:
1. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjadi peserta JKN?

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjangkau fasilitas pelayanan JKN?
3. Apakah pelayanana JKN yang diberikan sudah memuaskan bapak/Ibu?
4. Apakah sumber daya atau tenaga yang memberikan pelayanan JKN telah memadai?

5. Bagaimana sikap petugas dalam memberikan pelayanan JKN?
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Lampiran 2 Surat Pernyataan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Idham Khalid, S.Sos
} . ‘
NPP : 02788
1 - - . Jabatan'. o : Kepala B?J S Kesehatan Kabupaten:Nunukan

Setelah rﬁendap’at penjelasan dari peneliti tentang penelitian TAPM dengaﬁ judul
“Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan (JKN) Bukan Penerima Iuran Mandiri
di Kabupaten Nunukan dengan maksud dan tujuan peneliti serta petunjuk pelaksanaan

pengukuran maka dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia dijadikan obyek dalam penelitian TAPM tersebut di atas
2. Bersedia dan tidak keberatan hasil penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk
loporan penelitian maupun dalam jurnal penelitian
3. Tidak membebani peneliti sehubungan dengan hasil penelitian
Demikian surat pernyataan kesediaan menjadi obyek penelitian TAPM ini saya
buat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kiranya digunakan sebagai peneliti

dan pihak lain yang berkepentingan dalam penelitian ini.

I i
EQAM RIBY -UAPIAH &

. mnam Khalid
NPP. 02788
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